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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 3                                        2013                                     SERI :   D                                 

 

PERATURAN DAERAH KOTA  BEKASI 
NOMOR 03 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan 
Daerah dan untuk kepentingan penyelenggaraan 
pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta 
menciptakan ketenteraman dan ketertiban perlu diatur 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota 
Bekasi; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan 
daerah dapat diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bekasi sudah tidak sesuai dengan situasi dan 
kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3663); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
3285);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum 
Acara Pidana; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan dan 
Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

14. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18–PW.07.03 
Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan 
Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 
M.HH.01. AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan 
Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan 
Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil; 

16. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan          
Dewan      Perwakilan     Rakyat     Daerah Kota Bekasi                          
Nomor                                      tentang     Persetujuan  7 (tujuh) 

Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah  
Kota Bekasi. 

 

188.342/Kep. 24-Huk/I/2013           

174.2/03/DPRD/I/2013 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan  

WALIKOTA BEKASI  

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  BEKASI TENTANG PENYIDIK 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH   
KOTA  BEKASI 

 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi. 

5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan. 

6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Penyidik POLRI  adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikan 

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  yang selanjutnya disingkat PPNS  adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

8. Pelanggaran peraturan daerah adalah pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan daerah kota Bekasi yang diancam dengan sanksi pidana.  
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9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Asas dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah 
adalah praduga tidak bersalah, akusator, semua orang diperlakukan sama di 
depan hukum, dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Pasal 3 

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi dibentuk dengan  tujuan untuk : 

a. menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah Kota Bekasi; 

b. menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.  

 

BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 4 

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit kerjanya, yang 
dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. 

Pasal 5 

(1) PPNS  mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran 
Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, 
PPNS  berada dibawah Koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. 

 


